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A. Format Perjuangan Umat Islam Indonesia Abad EKe-20

1. Islam Pada Akhir Penjajahan Belanda

Menelusuri pertumbuhan gerakan politik umat

]

Islam i Indonesia tidak bisza dipisahkan dengan

o

reberadaan dan pertumbuhan SI (Sarekat Islam). Sebab

i

lahirnyz SI pada tahun 1912, dilihat dari perspektif

[

historis kontemporer Indonesia, sebenarnya meruprakan
pelopor utama dalam gerakan politik vyang bercorak
nasionall dalam upava untuk mewujudkan suatu natile
(bangsa). Kendati sebagian kelompok mengklaim hahwa
perjuanzan untuk merebut kemerdekaan itu bermila Jauh
sebelum sbad ke-20 dalam bentuk pembelaan diri
terhadap cengkeraman kuku imperialisme Barat.<
Sebenarnya SI pada mula berdirinya merupakan
suatu gerakan sosial-ekonomi yang didukung oleh

kelompok pedagang dan pengusaha pribumi yang tergabung

L

G, Sysdii Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam
di Indonesia, Cet. 111, Mizan, Bandung, 1993, hlm. i e

S, Endang Saifuddin énshari, Piagam Jakarta 22
juni i945, hilm. 4-5,
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dalam organisasi SDI (Sarekat Dagang Islam), didirikan
di ©Sala pada tahun 19113 oleh H. Samanhudi, seorang
pengusaha dan pedagang batik yang berhasil mendirikan
cabang-cabang perusahaannya di Surabaya, Banyuwangi,.
Tulungagung, Bandung dan Tarakan bhersama dengan
partner dagangnya. Sebelumnya Samanhudi bersama dengan

saudara-saudara, teman dan pengikutnya yang terdiri

dari pengusaha batik di kampung Lawean dan pegawail
rendalh Kasunanan Surakarta, telah membentuk
perkumpulan lokal, Rekso-rumekso {dalam bahasa Jawa,
rekso-rumekso secara harfiah berarti saling menjaga).

Sebagai perkumpulan ronda, rekso-rumekso bertujuan
untuk mendaga keamanan dari ulah penjahat yang banyak
melakukan pencurian di Lawean dan kota BSala. Akan
tetapi dalam realitasnya, rekeo-rumekso lebih

merupalkan tandingan perkumpulan Aonsg Sing vang

didirikan pada tahun 1911 dengan beranggotakan orang-
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orang Cina maupun Jawa.4

Dibawah pemerintahan Belanda, golongan Cina
vang pada tahun 1860 secara kuantitatif sekitar
202 000, pada tahun 1905 meningkat menjadi 563,000,

[ua pertisga dari mereka tinggal di Jawa dan tumbuh

menjadi golongan feodal baru, kapitalis redagang
(merchan capital) yang menguasai perdagangan eceran

maupun rerdagangan besar dengan . jaringan pasar yang

cukup luas. kondisi ini menimbulkan efek negatif

terhadap prerkembangan para pedagang pribumi. Begitu

—

juga dalam perdagangan batik, pedagang Cina vyang
menguass il jaringan niaga bahan baku impor dan

pemasaran produksinya, mampu mempermainkan harga dan

pemogokan pasar. dsngan demikian, produsen kecil
cribund menjadi tergantung dan terpojok Lanpa

=4
kemampusan mengembangkan usaha mereka."

Melihat realitas tersebut, didirikannya SI yang
merupakan kelanjutan dari BDI, mempunyai dua macam

sebhab. vaitu kompetisi perdagangan batik vyang cukup
tadam, terutama dengan pihak Cina dan sikap
superioritas orang-orang Cina terhadap penduduk

pribumi sehubungan dengan keberhasilan revolusi Cina

i Dawam Rahardio, Intelektual Inteligensia FPan
PuI;tlk Bangsa: Risalah Cendekiawan Huszlinm,
1, Mizamn, Bandung., 1993, hlm. 25460

“Ibid., hlm. 237,
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tahun 1911.°

Pada awal pertumbuhannya, 21 tidak memper-
lihatkan corak sebagai organisasi keagamaan, me lainkan
gerakan vang bermotifkan sosial-ekonomi dari golongan
pengusaha dan pedagang kecil pribumi yang ingin
mendapatkan kesempatan berkembang.7 Ini senada dengan

anggaran dasar organisasil yang menyatakan bahwa S5I:

“gkan berikhtiar, supaya anggota-anggotanya
satu =ama lain bergaul seperti saudara, dan supaya
timbul kerukunan tolong menolong satu sama lain

antara cekalian kaum Muslimin, dan lagi dengan
segala daya upaya vang halal dan tiduk menyalahi

wet-wat negeri (Surakarta) dan wet-wet
government,...berikhtiar mengangakat derajat
rakyzt, agar menimbulkan gemakmuran, kesejahteraan

dan kehesarannya negeri”.’
Derbeda dengan Budi Utomo yang eksklusif, ol
mampu membaca keinginan wong cilik vang menginginkan

perbaikan nasib. Maka tidak mengherankan kila dalam

kurun waktu relatif pendek SI tumbuh mendadi
organieasi besar. Karena itu, pemerintah Hindia

Belanda merasa perlu mencermati jejak SI yang dianggap

. g - (s
membahavakan, karena mampu memobilisasikan masa®

LB Moy, Gerakan Modern Islam dI Indonesia

I200—-1%42, LFTES, Jakarta, 1990, bhlm. hos s

vardin, O0p. Cits, hlm.

Op. Cit., hlm.

Fajar 26

. Suhartono, Seajarah Pergerakan Nasienalj; Dari
Sud: Utumu Zam pa1 Proklamasi 1P08-1%45, Fustaka Fel

alayr,
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zehagaimana yang terjadi pada bulan Agustus 1912,
pecah peristiwa pemogokan buruh pertama vang
mengindikasikan kebangkitan semangat dan kesadaran
hangsa Indenesia terhadap derajat kemanusiaannva.
Pemogokan dilakukan oleh buruh perkebunan Krepyak
milik Belanda, dan SI dituding sebagal biang

keladinva. sehingga kegiatannya dibekukan oleh Residen

Sala. BSejak .saab.dtu Sl sSemakin menundjukkan sikap
menentang kapitalisme dan kesewenangmwenangan.l'

alam kongres SI di Yogyakarta yang berlangsung

tanggal 18-20 April 19214, HOS Tiokroaminoto ¢t

erpilih

esbagai ketua Central Comite organisasl 1tu Ia
diharapkan dapat mengemudikan organisasi tersebut
melalul tahun-tahun permalaan vang sukar.
Tiokroaminoto menyusun anggaran dasar baru bagi

spganicasi SI  bagi o seluruh  Indonesia serta minta
pengakuan dari pemerintah. Akan tetapli remerintah
Hindia BRelanda menolaknya dengan berbagal alasan.
Sedangkan untuk cabang-cabang 51 lokal pada umumnya
diberi pengakuan pemerintah. Tentu saja kebijakan

remerintah tersebut mengganggu struktur organisasi SI.

Sehagal jalan keluar, dalam suatu pertemuan di
Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 1914 pemimpin-

LEpsziklopedi Nasional Indonesia,; Ji

aka, Jakarta, 19%1, hls. S&35
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pemimpin Sl memutuskan- untuk membentuk suatu
sekretariat pusat yvang dinamakan Central Sarekat Islam
(0SI) vanez berfungsi sebagal jantung bagi keglatan-
kegiatan daerah. Kepengurusan CSI vang dibentuk ini
tepdiri  dari H. Samanhudi sebagai ketua kehormatan,
Tjokroaminoto sebagai ketua dan Gunawan sebagali wakil
ketua. !

Pada awal kepemimpinan Tjokroamiknoto, BI lebih
cenderung untuk menunjukkan sikap moderat terhadap
pemerintah Hindia Belanda. Kondisi ini tercermin dari

materi pidatonya dalam Kcngres Nasional pertama SI

i

¢(Juni 19169 di Bandung. Ia menguraikan perlunya suatu
pemerintahan sendiri bagi bangea Indonesia secara

iebih 1luas. Selain itu ia menegaskan, bahwa 51 akan

semua golongan dalam masyarakat
ke tingkat "natie”. Dengan jalan evolusi 1a berusaha
membentul remerintahan sendiri, atau selkurang-
kurangnyva bangsa Indonesia dapat berpartisipasi dalam
pemerintahan.

Yang diinginkan TJjokro dalam perjuangannya
adalah terbentuknya parlemen sebagai manifestasi dari

prineip demokrasi. dengan demikian, kehidupan bangsa

Indonesia diatur oleh perundang-undangan vang

diputuskan banaaa Indonesia sendiri dalam parlemen.

Moer, Ope. Cit.; hlm
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Dalam Kongres Nasional pertama tersebut, sebagal ketua
¢S1  (Central Sarekat Islam), 1ia diamanati untuk
merancans kKedudukan semacam DPR di tingkat pusat
sampai dasrah. Selanjutnya dalam Kongres Nasional
kedua di Jakarta (20-27 Oktoher 1917), diambil
keputusan. bahwa 51 masih menyetujui aksi parlementer
vang evolusioner dan masih tetap mencita-citakan suatu
pemerintahan Nasional Indonesia Eendiri.lz

Untuk mengantisipasi perkembangan politik saat
jtu, pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Rakyat
(Volkeraad), vang diresmikan Gubernur Jenderal Mr.
Graaf van Limburg Stirum (18 Mei 1318). Tijokro dan
Abdul Muis. dua orang tokoh SI, menjadi anggota Dewan
itu. Eeduanva bertekad mengubahnya mendadi Parlemen
sejati yang anggotanya dipilih dari dan oleh rakyat.
Mo=i Tjiockro vang berisi tuntutan agar parlemen dipilih
dari dan cl=eh rakyat dan pembentukan pemerintahan yvang
bertanzgzunz Jawab kepada Parlemen, dicetuskan pada
tanggal 25 Nopember 1918, namun ditolak pemerintah
Hindia Belanda. Kegagalan ini menyebabkan 51 lewat
kongres di Yogyakarta (1925) mengambuil gikap

nonkooperasi dengan remerintah Hindia Belanda. Dalam

kongres SI 17-20 Pebruari 1923 di Madiun, nama SI

Staddard, Pasang Naik Kulit Berwarna,

a2 (L o i

foa B
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reemi diubah menjadi Partal Sarekat Islam (PSI). Salah
satu keputusan penting kongres ini ialah menentang
pemerintah  dalam tindakannya melindungi kapitalisme
dan alzan menggerakkan semua organisasi bangsa
Indonssia menentansg ]~:r:1p'1‘c.alisme.l:3

Semasa kepemimpinan Tjokro, S5I pernah dilanda

perpecahan. Perpecahan ini berawal dari kongres B8l

{1914y ketika  Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua
Central Comite vang menyisihkan H. Samanhudi. Para

vendukuneg Samanhudi tidak puas dengan hasil kongres
itu. Ksrena konflik tersebut, konscolidasi partail tidak
tercapal .

Cementara itu terjadi pula penyusupan ideologil

dan pahan lain dalam tubuh organisasi. Semaun, wakil

Al

S cabanz Semarang yang juga tokoh ISDV PKI  Semarang,
berusaha menanamkan paham sosialistis-revolusioner
hercorsk komunisme. Paham ind mulai tertanan lewat
szongres di Jakarta tahun 1817. Tahun herikutnya Semaun
berhaszil menduduki posisi Komisaris Pengurus Besar
Sarekat Islam cabang Semarang. Sejak 1itu ia terus
mempengaruhi  anggota organisasi. khususnya cabang

Semarang, dengan paham komunis. sebagian anggota

kemudian terpengaruh dan menerima paham itu. Dalam

ivlonedi  Maslonal Indos

Gp Cit., Flm.
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Kongres SI di Surabaya tahun 1921, perselisihan antara
penganut paham komunis dan penentang paham itu semakin
memuncak. TJokro waktu itu tidek dapat menghadiri
Kongres karena masih dalam tahanan pemerintah kolonial
Belanda berkenaan dengan peristiwa Garut dan baru
dibebasgkan pada bulan Agustus 1922. dalam Kongres itu
anggota yang berpaham komunis diminta memilih, tetap
menjadi anggota SI atau menjadi anggota partai lain.
Beberapa anggota akhirnya keluar dari partai dan
bergabunzg dengan PKI. Keluarnya tokoh-tokoh tersebut
berdampak kepada kemunduran S5I, sebab diantara mereka

memiliki kecakapan khusus.l4

Sebagaimana disinggung di ata

m

;, bahwa pada

Kongres oI ke-7 di Madiun menerima pemikiran tentang
struktur baru organisasi, tapi baru tahun 1927

transformasi vang sesungguhnya selesal dilakukan.l5
Dalam Kongres PSI tahun 1927 ini juga ditegaskan asas
perjuangannya yaitu bertujuan untuk mencapail
kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam. Karena
tujuannya dinyatakan dengan tegas tentang kemerdekaan
nasional, maka PSl menggabungkan diri dalam

Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebang-

“HIbid., hlm. &4,

POhe ] diar Noer, Op. Cit., hlm. 147,
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saan Indonesia (PPPKI).l6

Sejak tahun 1927 sifat-sifat politis untuk
mencapai corak pemerintahan sendiri menjadi tujuan

17 Namun pada tahun 1itu Jjuga mencatat

utamanva.
pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh
Soskarno. Dengan demikian, di Indonesia dimualailah
sebuah partai yvyang menentang kedudukan Sl (PSI)
ataupun kepemimpinan Islam umumnya dalam rangka
pergerarﬂh prerjuangan kemerdekaan. Posisi vang penting
dari pemimpin-pemimpin PNI dalam ger rakan kemerdekaan
menyebabkan terjadinya dua sayap vang ikut mewarnal
dalam gzerakan 1itu, yaitu nasionalis Islami di satu
pihak dan nasionalis sekuler (dalam pengertian netral

18

agama) dipihak lain. Meskipun partai ini tidak

berumur panjang, karena pada tahun 1931 dibubarkan
oleh EBEelanda, akan tetapi ideologi nasionalismenya
diteruskzn oleh beberapa partai politik vang lahir

kemudian, seperti Partindo, PNI baru dan Parindra.lg

UIntuk menunjukkan tujuan perjuanggan kebangsa-

annya, pada tahun 1930 nama PSI diubah menjadi Partai

e

Ui, Subartono, O0p. Cit., hlm. I37-358.

Lobhrop Staddard, Op. Cit., hla. 297

sl imr Mosr, Op. Cit., hlm. L1354,

: Abdul  @Azis Thaba, MAa.. Islam Dan  Negara
Walau llztzk Orde Baru, Cet.l, Gsma Insani Fress,
Filim. 145,
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Sarekat Islam Indonesia (PSII), serta politik hijrah
dijalankan dengan lebih tegas, walaupun tidak terlalu.
konsisten. Sebab PSII  dengan organisasi-organisasi
lain menuntut berdirihya suatu Parlemen di Indonesia,

e
vang berarti kerjasama (kooperasi) dengan Belanda.*o

3

ada saat SI masih membutuhkan kepemimpinan

(=
)

Tiokro, wafat pada tanggal 17 Desember 13934.
Menjelang akhir hayatnya, ia sempat memimpin Kongres
ST wilayah Jawa Timur di Pare, Jawa Timur (30 Agustus-

~

2 September 1934).

1

ementara itu, pada tanggal 1B-23 September

Y

1937, di Surabaya berkumpul sejumlah pemimpin dan

alim ulama dari beberapa organisi Islam. Merek itu

i)

o

mewakili Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perserikatan
Ulama. HB Partai Arab Indonesia, Al-Islam cala,
Al-Hidavatul Islamiyah Banyuwangi dan Dakwatul Khair
Yogyakarta, Juga beberapa tokoh ulama dari Nahdlatul
Ulama vang kehadirannya dalam konres atas riama
perorangan, karena memang tidak mendapat mandat dari
organisasinya. Komite pertemuan terdiri dari Ahmad
Dahlan, Abdul Wahab dan Mansur. Setelah mengadakan
pembicaraan dan pembahasan, akhirnya mereka sepakat
untuk mendirikan suatu wadah dengan nama Majelis Islam

Luhur dengan dipimpin oleh sebuah sekretariat yang

“Urhid.
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diketuai oleh Wahudum Wondoamiseno, Mansur sebagail
bendaharsa dan Abdul Wahab sebagi penasehat. Dalam
perkembangan selanjutnya, Majelis Islam Luhur diubah
menjadi Majelis Islam “Ala Indonesia (MIAD), mengingat
sebelumnya juga sudah ada Majelis Islam “Ala Turkiyah,
Iroqiyah, Hindia dan lain-lain di negara Islam. Selain

itu juga diusahakan agar oraganisasi Islam yang belum
>

[

masuk, untuk menjadi anggotanya pula.

Adapun tujuan didirikannya MIAI adalah untuk
mempererat hubungan antara organisasi-orgianisasi Islam
dengan umat Islam di luar Indonesia dan mempersatukan
suara-suara untuk membela keluhuran Islam. Inisiatif
kearah persatuan dan saling pengertian ini didorong
oleh dua kenyataan. Pertama, usaha-usaha politik vang
hercorak Islam pada waktu itu masih berserakan, oleh
karena itu, persatuan sangat diperlukan dalam kerangka
me lawarn renjajah. Adanya friksi-friksi dibidang
politik dan perbedsan-perbedaan faham dalam =pal
khilafiyvah dikalangan umat perlu dibenahi atas dasar
gemangat persaudaraan dalam MIAI. Kedua, adanya
contoh-contoh vyang kompetitif dari golongan sekuler

vanz berusaha mempersatukan diri. Kenyataan ini

semakin mendorong pemimpin Islam untuk menatap posisi

T.M., KH. Mas Hansur Pembaharu Izlam

di Indonesia, Lo BT SBunung Agung, Jakarta, L1981, hlm.
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politik mereka secara lebih kritis, dan persatuan
lewat MIAI dipandang cukup memberi harapan pada waktu
Do

<

itu.

Pada umumny & organisasi-organisasi vang
berasaskan Islam menyambut baik pembentukan MIAI.
Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah keanggotaan
organisasi federasi ini bertambah pesat. Dari i
organisasi Islam pada awal pendiriannya menjadi 21
pada tahun 1941, termasuk SI.

Sejak semuala MIAI menyatakan dirinya sukan
badan politik. Hal ini ditegaskan ketuanya, bahwa MIAI
bukanlah suatu perikatan politik, melainkan perikatan
Islam. Tapi, karena pengaruh keadaan dan kondisi
pergerakan nasional, kegiatannya makin mengarah ke
lapangan prolitik. Hal ini dapat dilihat pada kongres
al-Islam ke-2 akhir tahun 1939 di Solo, MIAI membahas
banyak persoalan kehidupan religiusitas, sekaligus
ketatanegaraar. bertalian dengan tuntutan GAPI (aksi
Indonesia berparlemen), MIAI menyvatakan setuju asalkan
aksi tersebut dilakukan untuk memperoleh Parlemen yang
berdasarkan perundang-undangan Islam. Pada awal 1940,

MIAI juga bersedia sebagai penasehat dalam pembentukan

Mazionzl Indonesis, Jilid 1o, Op.
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: Lo
pergabungan perikatan pemuda-pemuda Islam Indc»nr—;sia."“3

Sementara itu, Partai Islam Indonesia (PI1),
=natu partal yang sebagilan besar anggotanya berasal
dari Partai Sarekat Islam didirikan pada tanggal 4

Degember 1938 di Solo. Mereké keluar dari PSII karena

beberapa kebijakan pimpinannya (Abikusno Tjokrosujoso)
tidak sesual dengan kehendak mereka. Mereka

mengusulkan agar PGII bersedia meninggalkan sikap
nonkooperasinya (sikap hijrah) terhadap pemerintah
kolonial. Akan tetapi usul mereka tidak diterima,
bahkan mereka dikeluarkan dari keanggotaan PSII, vyang
kemudian membentuk partai baru itu. Penggerak dari
partai politik terbaru menjelang perang Pasifik 1ini
antara lain Dr. Sukiman, Wali al-Fatah ditambah dari
tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Jong Islaminten Bond.24
Sedangkan pemimpin PII yang rertama adalah Raden
Wiwoho, mantan ketua Jong Islaminten Bond yang Jusga
anggota Volskraad. Meskipun ia masih tergolong muda,
tapi kegiatannya dalam Volksraad membuatnya mendadi
figur nasional. Dalam partai yang baru dibentuk ini,
tokoh-tokoh Muhammadiyah mendominasi pinpinan pusat

partai. Keikut sertaan Mansur sebagai ketua umum

Muhammadivah dalam pimpinan pusat partai, Justeru

agijo I.M., Op. Cit., him.
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menimbulkan perdebatan dalam organisasil Muhammadiyah.
Reberapa tokoh lebih suka melihat Muhammadiyah bebas
dari vpertikaian politik apapun juga, akan tetapi
Muhammadivah memberi kebebasan kepada Mansur untuk

turut serta dalam PII.

t—

alam waktu relatif singkat, PII herhasil
mendirikan cabang-cabangnya di berbagai tempat Vyang

tersebar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Pada 11

April 1940, PII mengadakan Konres pertama di Yogya,
vang waktu itu sudah mempunyai 145 cabang. Mansur

31

menyampalian pidatonya yang antara lain menegaskan
bahwa:

Y., .Mmemang politik dan Islam tidak dapat
dipisahkan, sebagaimana halnva gula dan manis tidak
dapar dipisahkan. Begitu pula antara agama dan
politik. Hanya semenjak jatuhnya Islam di Andalus,
semenjak itu pula tantangan Isglam merasa kurang
laras untuk memegang politik. Lama kelamaan umat
Islam tidak mengertli sama sekali apa arti politik
jtu. Mereka benar, masih mengakui Muhammad sebagal
Junjungannyas; Al-Qur an gebagil kitabnya dan
kibalatnyvapun tidak berubah. Tetapi hanya itu sada
yang mereka Jjalani. Padahal perintah Tuhan, umat
Islam harus cakap mengurus segala kebgguhan hidup
di dunia ini sampai di akherat nanti’ .~

Dalam pada itu, partai juga menyusun progranm
aksi vang disetujui oleh Kongres. Partai ini
menghendaki negara Kkesatuan vang dilengkapi oleh
pemerintahan vyang demokratis, dengan suatu Parlemen,

lembaga perwakilan berdasarkan pemilihan unum.
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Disamping itu  Juga mengehendaki Indonesianisasi
ansgota staf pemerintahan, perluasan politik,
kemerdekaan berbicara, mengeluarkan pendapat dan

berfikir, serta kemerdekaan pers. Dalam bidang agama

partai ini menginginkan dihapuskannya peraturan-

; . £6
peraturan pemerintah yang meghambat Islam.

2. Islam Pada Masa Pendudukan Jepang

Tanggal 7 Desember 1841, tentara Jepang
menyerbo angkalan perang Amerika Pear Harbour di

z2
ot

Hawai. Serangan pendahuluan untuk melumpuhkan kekuatan
Angkatan Laut Amerika itu berhasil dengan gemilang.
Setelah itu Hongkong diduduki, dan disusul dengan
Philipina. Pada taggal 30 Januari 1942, angkatan
perang Jepang memasuki Kelantan (Malava), dan pada

D

tanggal Februari Singapura diduduki, hingga pada

tangzal 15 Februari 1942 Inggris menyerah kepada
Jepang.i

Padsa bulan Maret 1942, tentara Jepang mendarat
di Pulau Jawa. Tentara Hindia Belanda ternyata bukan

imbangan bagi pasukan Jepang, dan pasukan Belandapun

fEpmiblopedi Masional Indones

12, B

il Anam, Gerak Langkah Pewuda Ansor: Sebuah

Percikan Sejarah, Cet.l. Fenerbit Majalah AULA, bHurabaya,

{."’L i '.l.'.l.

41
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dalam waktu relatif singkat menyerah pada 8 Maret
1942, tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Di
bawah Panglima Letnan Jenderal Hitoshi Imamura,
penandatanganan itu dilakukan lapangan terbang militer

Belanda di Kalijati.

an
o
o,
[ni}

awal kedatangan Jepang, timbul gimpati dan

harapan baru bangsa Indonesia. Bahkan para nasionalis

=
=
jon
i
i
]
._J.

rang pada masa pemerintahan Hindia Belanda
bersikar nonkooperasi, bersedia bekerja sama dengan

pihak Jepang. Hal ini berkat pror anda tentara Jepang

yang sangat intensif, apalagi dalam siaran radio Tokyo
selalu mendengungkan, bahwa tujuan Perang Fasifik
adalah mengusir orang-orang kulit putih dari bumi
Agiza. OSelain itu, sebelumnya Jepang Juga banyak

melakulan aktivitas internasional untuk menarik

rl‘
i

Lt
[6)]

bengea-hangsa yang beragama lslam dan meniupkan slogan
8

gN]

anti B 1t

in

(W]

r Sambutan vang baik dari penduduk
Indonesia ini dilatari oleh beberapa faktor, antara
lain adanya ramalan Joyoboyo yvang hidup dikalangan

rakvat. ©Sedangkan faktor ekternal adalah kemenangan

Jepanz atas Rusia dipandang sebagal kemenangan Asia

J. Benda, Bulan Sabit Dan Hatahari Terbit:

Izlam dI Ind&ne;za Pada Masa Pendudukan Jepang, Fustaka

1980, hlm. L35
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atas Erﬁpa.ge

Kerja sama antara pihak nasicnalis dengan Jepang
dituangkan dalam bentuk institusional dengan nama
Gerakan Tiga A. Namanya dijabarkan dari semboyan

propaganda Jepang prada waktu itu: Nippon cahaya Asia,

Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Bagilan

propaganda (Sendenbu) sebagal sponsor gerakan ini
mengangkat tokeoh Parindra Jawa Barat, Mr. ©Samsuddin

sebagal ketuanya dengan dibantu tokoh-tokoh Parindra

lainnya. - -

spang mengagap Gerakan Tiga A tidak begitu
efektif dalam usahanya untuk memobilisasl bangsa

Tndonesia. Untuk itu dibentuk organisasi baru vang

-

dipimpin Ir. Soekarno dengan nama

=)
&

oesat Tenaga Rakyat

yang disingkat Poetra. Tujuan organisasi ini menurut

=

Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan
segala apa yang dirobohkan imperialisme Belanda.

Sedangkan bagi Jepang, adalah untuk memusatkan segala

potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu

31

ugaha peErangnya. Lama kelamaan rihak Jepang

menvadari, bahwa Poetra lebih bermanfaat bagi pihak

Dimened Foesponegoro, Op. Cit., hilm.

s td U comred F e s E T e g O clar Mg e
Op. Cit., hlm. 1B.

"""" Ibid., hlm. 19.
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Indonesia, dan lebih mengarahkan perhatian rakyat
kepada kemerdekaan. Karena itu, Jepang merancang

pembentukan organisasi baru yang mencakup semua

‘ golongan masyarakat, termasuk golongan Arab, Cina dan

lannya. Pada tahun baru 1944 Panglima Tentara
Keenambelas, Jenderal Kumakici Harada menvatakan

berdirinya organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian

Jawa). Organisasi ini mempunyai tiga dasar:
mengorbakan diri, mempertebal persaudaraan dan

" 3
melaksanakan sesuatu dengan bukti.®>

dicatat selama masa pendudukan Jepang (18942-1945)
adalah, para pemimpin Islam vang pada nmumnya
dicurigai oleh pembesar Belanda dan menjadi golongan
tertutup, pihak Jepang telah mengadakan perubahan

mendasar dalam metode pemerintahan tradisional dengan

; .3 G —
penambahan kekuasaan golongan S&ﬂt?l.*g Kondisi ini
tercermin dengan lebih bersedianya pihak Jepang

memberikan kelonggaran terhadap tuntutan-tuntutan kaum

34

Muglimin ketimbang terhadap kaum nasionalis. Ini

karena Jepang menganggap Islam sebagai salah satu

g gy

& Ihid.; him: 21-22.

gy

27 aini Muchtarom, Santri Dan Abangan dI o Jawa,

INIS, Jakarta, 1988, him. 47,

Eﬂfbid., Mlme 42
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sarana vyang paling berhasil untuk menginfiltrasi
kedalam kehidupan rohani bangsa Indonesia. Dalam
'kerangka memberikan kelonggaran kepada golongan Iglam,
pemerintah pendudukan masih mengijinkan tetap
berdirinya MIAI, meski dengan beberapa perubahan
dalam kepemimpinannya. Namun, Jepansg mejzlak
menganggapr MIAI sebagal wakil gsyah dari seluruh umat
Islam. Pada September 1943, Jepang memberikan
peﬁgakuan resmi kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama, scecara eksplisit tidak mengakul organisasi
lain, termasuk organisasi federasinya, MIAI. Sebulan
kemudian MIAI membubarkan diri. Sebagal gantinya
dibentulk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

dan segera mendapatkan status hukum.

Memang, upaya mendekati dan merebu simpati
pemimpin-pemimpin pergerakan Islam 1itu dilakukan
Jepang sejak awal pendudukannya dengan membentuk

Kantor Urusan Agama, vang dalam bahasa jepang disebut
Shumubu di Ibu Kota. Kemudian pada bulan Agustus 1944,
dibuka pula cabang-cabangnya diseluruh kepulauan

Indonesia dengan nama S%umuka.sa

MWartin  van  EBroinessen, N: Tradisi, Re! 25 i
relasz Kua5a, Pencarian Ha_ana Barw, | 3 1 R T
Yogvakarta, 1994, hlm. 54-355.
. T, . . R
i cit.y; him. 18%,
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Shumubu vang dibentuk Jepang ini memiliki akses
langsung kepada kial pedesaan tanpa melalui pamong
praja pribumi, dan bahkan pengurus MIAI. Kantor ini
~menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi para kiail

dengan mengajarkan sejarah, kewarganegaraan dan bahasa

Jepang. Tindakan Jepang ini membawa kial dalam arus
&7
politik yang berlangsung cepat.”

Kantor Urusan Agama tersebut merupakan pranata
pemerintah pertama Vyang dipercavakan pihak Jepang
kepada orang Indonesia, Hoesein DJjaj adiningrat vang
diangkat sehagai kepala lembaga tersebut mengegantikan
Kolonel Horie, orang Jepang. Pada tanggal 1 Agustus

1944, KH. Hasyim Asyari, pimpinan pondok pesantren
Tebu Ireng di Jombang Jawa timur, diangkat memangku
jabatan tersebut, yang waktu itu beliau Jjugs menJdabat
sebagal ketua Mas yuml.“a

Duduknya KH. Hasyim Asyari pada poglsl ser Lral

Shumubu., mempunval arti yang s

|"1

=59

I[e}

at besar bhagi Jepang
dan umat Islam. Bagi Jepang, dapat diartikan sebagail
suatu bentuk kebijakan vang realistis dalam rangka

domestikasi umat Islam. Sedangkan bagi umat Islam

'HHHNHJHW Fairul Falakhb,
; . Lampau dan Akan Datan :
“"}y HNU, Guszs Dur dan ﬁasyarakat Siprly
t 1994, klm. 181.

Zaini Muchtarom, op. cit., hlm, 43,
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dapat ditafeirkan sebagal langkah awal  memasuki
Jaringan politik praktis dalam bidang pemerintahan.39
Dalam bidang militer, Jepang memberi kesempatan

kepada para kial dan santrinya untuk turut dalam

latihan-latihan kemiliteran. Dibentuklah Hizbullah

Ipada akhir 1944 bagi para pemuda Islam dan Sabilillah

bagli para ulama. Kesempatan tersebut, baik lewat Jjalur
administrasi maupun lewat jalur kemiliteran, telah

mendek&tkan umat Islam kepada pusat kekuasaan sampal
tingkat vang tinggil Bekalipun.4ﬂ
Hubungan Islam dengan Jepang secara kegeluruhan

tampak baik itu sempat memanas ketika Jepang meminta
rakyat untuk salkeirei. Ritual ini menyerupail ruku’
dalam sembahyang dan dinilai sebagai tindakan vyang
tidak dapat dibenarkan dalam Iglam. Ulama terkemuka
NU, KH. Hasyim Asyari dan kiai Mahfoezh Siddig bahkan
dipenjara beberapa bulan (1942) karena menolak
saikeirei. Setelah keduanya dibebaskan, Jepang tetap
meminta umat Islam melakukan ritual tersebut. Ketika

Jepang membutuhkan dukungan aktif rakyat Indonesia,

keberatan umat Islam terhadap ritual itu baru

3p., Syafii Maarif. loc. cit.

k. Syafii Maraif, Feta Bumi Intelektual isme

Islam di Indonesia, op. cit., hlm. 189.
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diperhatikan.4l

Mengenai saikeirei ini Bung Hatta dalam
dialognya dengan Kolonel Miyoshi dari Markas Angkatan
Laut Jepang menuturkan:

" ..goal “saikeirei”,...Ada orang Iglam yang
mengatakan boleh dan ada vang mengatakan tidak
boleh. Mana sebenarnya yang benar. Aku menjawab,
bahwa menurut pelajaran dan pengetahuanku, orang
Islam boleh membungkuk memberil hormat kepada orang
yang ada di mukanya, tetapi “saikeirei” terhadap
Tenno Heika vyang jauh di Tokyo dan tidak ada di
sini, tidak dibolehkan dalam agama Islam. 1itu
berarti dalam Isﬁgm melebih tinggikan Tenno Heika
dari pada Allah".*®

Menurut Kasman Singodimedjo, kebijakan mende-
kati dan memberikan posisi penting terhadap umat Islam
itu diambil dengan pertimbangan bahwa ulama dan
pemimpin-pemimpin Islam tidak saja di pandang sebagal
pemimpin formal, tapi juga sebagi tokoh masyarakat
Islam yang sangat berpengaruh. Ditambuahkan, bahwa
gikap anti saikeirei yang diperlihatkan para ulama
1At

sebagai yang bertentangan dengan iman. Re ini

o
m

[ui)

semakin menvadarkan Jepang tentang betapa besarnya
~potensi pemimpin spriritual Islam tersebut.43
Terciptanya semacam kerja sama antara pemimpin-

pemimpin_ Islam dengan pihak Jepang adalah dalam

4i1pid., hlm. 1BL-182.

49 ;s . = ; B 4 .
F2a Syafii Maarif, Feta Bumil Intelektual Leme
Telam di Indonesia, op. cit., hlm. 150,

435, Syafii Maarif, op. cit., hlm. 190,
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kerangka strategi Islanm untuk mempercepat tercapainya
kemerdekaan bangsa. ©Secara materiil, lwbungan itu
telah memberikan pengalaman yang cukup kaya bagi umat

Islam yang selama penjajahan Belanda, hal semacam 1itu

tidak pernah ter'jadi.44

' B. Perjuangan Konstitusional Pertama
Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri
Jepang Kuniaki Kaisho mengumumkan kemerdekaan
'Indonesia kelak pada kemudian hari bagl segenap rakyat
Indonesia. Rakyat Indonesia menyambut janji itu dengan
luapan kegembiraan, sebagalmana dilukiskan oleh Bung
Hatta:

"Pada permulaan September, 1944 tersiarlah
ucapan P.M. Kaiso yang menggantikan Tojo sehagal
Perdana Menteri, bahwa Indonesia akan dimerdekakan
*kelak kemudian hari’. Ucapan itu sangat menggem-
birakan, boleh dikatakan diseluruh Indonesia. Di
Jakarta diadakan rapat umum untuk menyambutnya.
Soekarno dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai lainnya
berpidato di lapangan Ikada. Akupun diminta berpi-
dato. Sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri
Kaigo itu di Jawa terdapat banyak perubahan. Lagu
Indonesia Rava diperbolehkan dinyanyikan kembali.
Rendera merah-putih dikibarkan bersama-sama dengan
hino-maru. Dalam bulan desember 1944 diangkat
beberapa orang Indonesia sebagal Sanyo pada tiap-

tiap Departemen. Mﬁgeka itu dianggap sebagai Wakil
Ketua Departemen.

Sebagai manifestasi awal terhadap Janji

tersebut maka dibentuklah Dokuritsu Jumbi Cosakali

Y pid., hlm. 191,

-
oA fi o w s - " -
3, Svafii Maarif, op. cit., hlm. 188,
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(BPUPKI=Badan Penyelidik Ugaha-usaka Kemerdekaan
Indonesia) oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945
dengan beranggotakan 62 orang.45
Upacara peresmian  badan penyelidik itu
dilaksanakan pada tanggal 28 Mel 1945 bertempat di
gedung Cuo Sangi In, Jl. Pejambon Jakarta. Pelantikan
jni dilakukan oleh Panglima tentara Jepang, ©Saiko
Sikikan. Disamping itu juga hadir Jenderal Itagaki dan
Lefnan Jenderal Nagano. Dalam pada itu dilakukan
. pengibaran bendera Hinomaru oleh AG. Pringgodigdoe yang
disusul dengan pengibaran Sang Merah Putih oleh
Toyohiko Masuda .37
Rangkaian sidang pertama Dokuriteu Jumbi
Cosakai atau badan penyelidik ini berlangsung dari
tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Dalam kata sambutannya,
dr. Radjiman Widyodiningrat sebagai ketua meminta
pandangan para anggota mengenal dasar Indonesia
merdeka yang akan dibentuk itu. Dalam kesempatan itu
Ki Bagus mengemukakan perlunya terbina persatuan

nagional vang kokoh, tidak mudah terpecah belah atau

£ e i :

o lam i argar kedua,
mengalami  penanbahan anyak & Dra
diberitabukn oleh F v ocdalam pembn

op. cit.,

ik lopedl Nﬁﬁiﬂﬂﬂlﬂjﬁﬂﬁﬁm.iﬁy Jilid

47 ; P
HMarwati D inensd
Hotosusanto, ep. cit., hlm. &7-&8.
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diadu domba. Dianjurkan pula agar nasionalisme dan
pembentukan negara dengan hikmah-hikmah vang
terkandung dalam agama Islam, sebab ajaran Islam
mengandung teras yang kokoh bagil tegaknya suatu negara
dan mesyarakat, bukan hanya dalam bidang mental, tapi

juga dalam bidang ekonomi, sogsial, kebudayaan dan

48

1

o

pertahanan.

Adapun yang dianggap pertama kali mengete-
ngahkan rumusan dasar negara Indonesia ialah Mr. Muh.
Yamin vang memulai pidatonya pada hari pertama antara
lain:

" . kewadjiban jang terpikul diatas kepala dan
kedua bahu kita ialah suatu kewadjiban jang sangat

teristimewa. Kewadjiban untuk ikut menjelidiki

bahan-bahan Jang akan mendjadi dasar dan susunan

negara Jang akan terbentuk dalam suasana
/ l_.j

kemerdekaan..." ¥
Dalam pidato selanjutnya, Yamin mengusulkan
iima asas dasar negara Republik Indonesia sebagail
berikut: Peri Kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ke-
Tuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat.
Pada hari penutupan, 1 Juni 1945, Ir. Soekarno

menyampaikan pidato panjang lebar. Soekarno

£ e & . .

JEH«UJarﬁawl Hadikusuma, Aliran Pembaharuan Islam
Dari Jamaluddin Al-Afghani Sampai K.H.A.Dahlan, Cet. o,
Fersatuan, Yogyakarta, t.t., hlm. 98.

45 . :
"TMarwati D oesred P oo B DO ER L 0P od ar Mook
Motosusanto, loc. cit.

Hi . ;
Ibid., hlim. &%,
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menjelaskan secara terperici tentang Pancasila sebagail
~dasar vyang setepat-tepatnya bagi negara Indonesia
merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno  mengusulkan
Nasionalisme Indonesia sebagai prinsip pertama. Agar
tidak merosot menjadi chauvinisme,51 maka diusulkannya
internasionalisme atau kemanusiaan sebagal prinsip
kedua. Demokrasi merupakan prinsip ketiga. ©Soekarno
menolak gagasan bahwa Iglam akan menjadi desar negara
Indoneaia. Sebab menurutnyva, Islam tidak benar-benar
dihayati penduduk Indonesia. Indikasi ini dapat
dilihat bahwa wakil-wakil rakyat yang menghendaki
konstitusi Islam tidak mencapail B80%-90%. Selanjutnya
ia mengemukakan prinsip berikutnya yaitu demokrasi.
- Sampai demokrasi saja dengan eendirinya tidak cukup,
oleh karena itu, vyang menjadi landasan negara
selanjutnya ialah keadilan sosial atau kemakmuran.

Tidak boleh ada kemisgkinan dalam negara Indonesia

(1]
in

merdeka. Sebagai prinsip terakhir ialah ketuhanan.

Rakyat Indonesia harus menjadi bangsa yang religius,

menyembah Tuhannya masing-masing dan harus menghormati

oy ind s me merupakan aliran
cmemberikan tekanan secara berlebihan terbso
air,  Sliran  ini b clari MWiools
grajurit  Mapoleon = =B N Lan k
maslonal clary mangenbangk baebarmoilan “hadap DaNgsa
18ir. lihat Drs A11 Mudhofiv, Kamus Teori Dan Aliran
Dalam Filsarfat, Cet.l, Liberty, Yogyakarts, 19 il




61

T =
agama orang lain.

Selain menguraikan pokok-pokok pikiran tentang
dasar negara, Soekarno juga mengusulkan mengenal nama
bagi dasar negara tersebut, yakni “Panca Sila". Pidato
Soekarno pada 1 Juni 1945 itu kemudian dikenal dengan
“Lahirnya Pancasila”.EB

Berakhirnya masa persidangan badan penvelidik
pada 1 Juni 1945 itu tidak menghasilkan suatu
keéimpulan. Selama prosesi persidangan berlangsung,
para anggota lebih cenderung mendengarkan pandangan

umum tentang rumusan dasar negara yang digampaikan

y

para pembicara. Setelah masa rersidang

M

. pertama usai,

bt

r

: .o B
diadakan reses selama satu bulan leblh.“4
Untuk menghimpun segala pendapat vang

dikemukakan para pembicara serta usul-usul tertulis
vang telah masuk selama masa persidanggan pertama,
maka dibentuklah panitia kecil yang berjumlah delapan
orang sebelum memasuki masa reses. Panitia ini
diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota lainnya
antara lain Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wachid Hasyim,

Mr. Muh. Yamin, Sutardjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis

B i _— . i
Yirepemnelis  van Diik, Darul Islam, Celb.l, srat it
Fers, Jakarta 1983, hlm. Z6-37.
B b i sy s . e 5 S
Marwati DimereEd P s pri e g o ol & i

Motosusanto, Iec. cit.

“41bid., hlm. 70.
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J'I

Oto Iekandardinata dan Dres. Moh. Hatta.™ Panitia
kecil ini mengadakan pertemuan dengan sebagalan
anggota BPUPKI ditambah dengan anggota Cuo Sangi In
yang tinggal di Jakarta, sehingga jumlah seluruhnya 38

" prang. Pertemuan yang diprakarsai Soekarno di Markas

Besar dJawa Hokokai ini di l1aksanakan pada tangzal 22

Juni 1945. Pac rertemuan tersebut dibentuk
subpanitia, Panitia Sembilan untuk mempelajari
kedudukan Ielam. Panitia Sembilan tersebut terdiri
ataa Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mpr. Muhammad
Yamin, Mr. Ahmad subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul
Kaharmuzakkir, KH. Wachid Hasyim, H. Aszus Salaim dan
Abikusno TJjokrosujoso.

langkah tersebut dilandasi kesadaran terhadap &1l ituasi

dimana pihak Sekutu memeperlihatkan tanda—-tanda segera
mendarat, padahal kemerdekaan Indonesia halum

terbentuk. Jika hal ini terdadi, niscaya kemerdekaan
tiadak akan segera terealisasi.

Setelah melalui proses pembicaraan serlus,
akhirnya ?anitia Sembilan ini berhasil mencapai suatu
modus vivendi antara pendukung negara Islam dengan
pendukung negara sekuler. Kompromi ini kemadian

dikenal dengan Piagam Jakarta (The Jakarta Charter).

S rbid.
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Piagam Jakarta ini merupakan "mukaddimah” pada
konstitusi vang dibentuk berdasarkan konsensus antara
para nasionalis Islami dengan nasionalis sekuler vyang
_tergabung dalam Panitia Sembilan. Dalam mukaddimah ini

dimasukkan prinsip-prinsip Pancasila yang diuraikan

—
K8

Soekarno pada ha terakhir, 1 Juni 1945, masa sidang
pertama BPUPKI dengan formulasi sedikit berbeda.
Beberapa perbedaan tersebut antara lain: Pertama,
ketuhanan vang dalam konsepsi Soekarno disebut sebagal
prinsip kelima bagi dasar negara, diubah menjadi
urutan pertama. Kedua, konsepsi ketuhanan yang oleh
Soekarno dikemukakan sgecara umum tanpa menyebut peran
istimewa Islam pada sidang Badan Penyelidik tersebut,
dalam Panitia Sembilan ini ditambah dengan anak

kalimat "dengan kewajiban melaksanakan gyariat-syariat

Islam bagi pemeluknya“.5’
Pada hari pertama masa persidangan kedua (10
Juli 1945), Ir. Soekarno melaporkan hasil lkerja

Panitia Kecil tanggal 22 Juni 1945 kepada ketua Badan
Penyelidik, Radjiman Widyvodininggrat.

Dalam rapatnya tanggal 11 Juli 1945, dibentuk 3
subpanitia yang masing-masing bertugas untuk menyusun

konstitusi, untuk menelash sistem pertahanan politik

g FRLRr 3 . i i o R
A rmenelis ovan Dijk, op. cit., Mlm. B
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dan untuk meneliti masalah keuangan dan ekonomi.
Sementara itu, panitia perancangg UUD diketuai oleh
Iy. Soekarno dengan anggota lainnya A.A. Maramis, Oto
Iskandardinata, Poerbojo, H. Agus Salim, Mr. Ahmad
Subardjo, Mr. Supomo, Ny. Maria Ulfah Santoso, KH.
Wachid Hasyim, Parada Harahap, Mr. Latuharhary, Mr.
" Susantc Tirtoprodjo, Mr. Sartono, Mr. Wongso Negoro,
Mr. Wuryaningrat, Mr. R.P. Singgih, Tan Eng Hoa,

Husein Djajadiningrat dan dr. Sukiman Wiryoaanjcyo.58

Panitia yang menyusun konstitusi panitia tersebut
membicarakan antara lain pembukaan undang-undang
dasar, bentuk negara, pimpinan negara dan WAYZA
negara

Dalam kaitannya dengan pembukaan undang-undang

dasar, anak kalimat kontroversial sesudah kalimat

bagi pemeluk-pemeluknya- mengandung berbagai reaksi.
Mula-mula Latuharhary, Wongseonegoro dan Diajadiningrat
menyatakan tidak menyetujuil terhadap disertakannya
anak kalimat tersebut dengan alasan kalimat itu
memaksa orang-orang Islam untuk melaksanakan syariat

agamanya. Tapi H. Agus Salim, KH. Wachid Hasyim dan

Ir. Soekarno yvang terlibat langsung dalam perumusan

IRt Fosmapnonegora rhary R TREE o atw
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Piagam Jakarta mempertahankan anak kalimat tersebut,
sebab menurutnya, Piagam Jakarta meruprakan guatu
kompromi vang dicapai dengan susah payah, untuk 1itu
haruslah dibiarkan utuh. Akhifnya, argumen Soekarno
ini dapat diterima. Dengan demikian penyertaan anak

kalimat tersebut dalam Pembukaan Undang-Undansg Dasar

an mengenai kedudukan Islam munaecul

EH. Wachid Hasyim dalam amandemen yang diajukannya
berusaha memasukkan ketentuan dalam konstitusi yang
menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden

haruslah beragama Islam. Selain itu Islam harus

menjadi Aagama negara dan secara formal harus
3 5 . B0 :
dituangkan dalam konstitusi.®Y Usulan tersebut hanya

disokonz oleh Dr. Sukiman, sedangkan angggota lain

menolaknva. Mereka vyang menolak berpendapat, bahwa
jika amendemen Wachid Hasyim tersebut diterima, maka

dapat membahayakan kompromi yvang telah dicapal dalam
mukaddimah. Dalam pada 1itu Oto Iskandardinata
mengusulkan agar kalimat "ketuhanan"” yang diikuti anak
kalimat “dengen kewajiban menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya’” dimasukkan dalam pasal 29

=R o . ~n : i 5
“7H, Diarnawi Hadikusumo, op. cit., hlm. 99100,

PN

Cornelis van Diik, ope. cit., hlm. 40,
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dan menjadi avat (1), dan kalimat ‘“negara mendamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk &agama
apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-
masing” menjadi ayat (2). Akantetapi Wongsonegoro
khawatir dan berusaha mencegah para pembela Islam

menggunakan anak kalimat tersebut. Untuk maksud itu,

: . B
diusulkannya menambahkan kata "dan kepercayaan 51 pada
pasal tentang kebebasan beragama. Setelah terjadi

perdebatan beberapa lama usulan ini diterima.

Pada 14 Juli 1945, dalam rapat plenc Badan

Penyelidik, menerima laporan panitia perancang Undang-
undang Dasar yang dipimpin Scekarno dengan tiga
keputusan:

1. Pernyataan Indonesia merdeks;
2. Pembukaan undang-undang dasar;
3. Undang-undang dasar sendiri (batang tubuhny?}'az
Dalam sidangnyva tanggal 16 Juli, akhirnya Badan
Penyelidik menerima naskah undang-undang dasar
tersebut dengan sebulat-bulatnya. Selanjutnya, dalam
sidang pleno BPUPKI pada tanggal 17 Ju.i, mensrima

usul-usul komisi ekonomi dan pembelaan tanah air.

“lripid.  kata

R IRENE
Wongsonegoro kerap allran  mi
Talam Jawa,
é."‘.’f
eEre ik Lopesd « dildd 'y O P

cit., hilamiZo

HELE
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Hasil-hasil Badan Penyelidik tersebut akhirnya
diserahkan pada Saiko Sikikan, Panglima tertinggi
tentara di Jawa.

Meskipun anak kalimat setelah sila ketuhanan
tidak mengikat bagi pemeluk agama lain, tetapl

menimbulkan perasaan berat bagi mereka yang b

|Tr

ragama

[r;

lain. Kondisi ini nampak sekali sebagaimana dituturkan
oleh Hatta:
"Pada sore harinya [tanggal 17 Agustus 1945]

aku menerima telepon dari tuan Nishijama, prembantu
Admiral Maeda menanyakan dapatkah aku menerima

opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau
mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi
Indonesia. Nishijama sendiri akan menjadi Juru

bahasanya. Aku persilakan mereka datang. Opsir itu
yvang aku lupa namanya, datang sebagal utusan Kaigun
untuk memberitahukan sungguh, bahwa wakil-wakil
Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan
Laut Jepang. berkeberatan sangat terhadap bagian
kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang
berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
gyari’at Islam bagi pemeluknya-pemeluknya.” Mereka
mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat
mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam.
Tapi tercantumnya ketetapan seperti itu didalam
suatu dasar yvang menjadi pokok Undang-Undang Dasar
berarti mengadakan Diskriminasi terhadap mereka
golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu
ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar
Republik Indonesia. Aku mengatakan hahwa itu bukan
suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya
mengenali rakyat yvang beragama I:lam. Waktu
merumuskan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis
yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak
mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22
Juni ia ikut menanda-tanganinya. Opsir tadi
mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan
remimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam
daerah pendudukan Kaigun. mungkin waktu itu Mr.
A.A. Maramis cuma memikirkan, bahwa bagian kalimat
itu hanva untuk rakyat Islam yvang 20% Jjumlahnya dan
tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain.
Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu
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diskriminasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah
pokok daripada pokok, sebab itu harus teruntuk bagi
seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya.
Kalau sebagian daripada dasar pokok itu hanya
mengikat sebagian dari rakyat Indonesia, sekalipun
besar, itu dirasakan oleh golongan minoritas
sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan
juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu,
mereka golongan Protestan gan Katolik 1lebih suka
berdiri di luar Republik".®
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1945, Bung Hatta memanggil tokoh-tokoh Islam sepertil
Ki . Bagus Hadikusumo, Teuku Mohammad Hasan dan Kasman

Singodimedjo untuk merundingkan masalah erius itu.

W

Dalam laporannya, Hatta mengemukakan wusul perubahan
terhadap Mugaddimah dan batang tubuh undang-undang

dasar hasil keputusan Badan Penyelidik, antara lain

it

sebagal berikutb:

. Istilah Mugaddimah diganti dengan Pembukaan

1
2. Ralimat Ketuhanan, dengan kewajiban mendjalankan

syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti
dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan

mengeliminir anak kalimat.

3. Tujuh kata itu Jjuga dihapuskan dari pasal 29
ayat (1).54
Dengan perubahan itu, maka teks pembukaan

Undang-undang Dasar yang terkena tersebut adalah

i, Syvatfili Maarif, op. cit., hlm.

Diarnawi Hadikusuma, op. cIit., hlm. 104,
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sebagal berikut:

"Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan
dengan didorongkan keinginan luhur, supaya
herkehidupan kebangsaan yang bebas, meka rakyat
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia VANE
herdacarkan kemerdekaan, perdamaian abadil dan
keadilan osial, makea disusunlah kemerdekan

SO8

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang
Dasar Negara Indonesia yanz terbentuk dalam susunan
Negara Republik Indonesia vang berkedaulatan
rakyat., dengan berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha

Esa, menurut dasar kemanusiasan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesgia v kerakvatan vang
dipimpin oleh hikmat I8AanAan dalam
permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan

suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia®. ©-
Selesgai Hatta melaporkan, Ki Bagus Hadikusuma
mengusulkan agar kata "menurut dasar” dihapus, dan
usul ini diterima.Dengan demikian, semakin jelas bahwa

gila pertama berdiri sendiri dan tidak diserangkaikan

T
3

dengan sila kedua.

i

Dengan demikian, akhirnya terbentuk undang-
undang dasar dengan pembukaan yang menJjadl dasar
tegaknya Negara Republik Indonesia, sebagai follow-up
dari Proklamasi kemerdekaan. Setelah disyahkannya
undang-undang dasar itu, tidak ada gugatan apapun dari

umat Islam. Pancasila, undang-undang dasar dan

Cootis]

Ibid.

“SIbid., hlm. 104-10%.
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pembukaannya  telah menjadi kenyataan vyang syah.
Diginilah terbukti, bagaimana golongan Islam
memberikan kontribusi partisipasi dan konsesinya bagl
" terbentuknya negara Republik Indonesia beserta

konstitusinya.

C. Perdebatan Dalam EKonstituante

Sebelum mengikuti perdebatan-perdebatan dalam

konstituante, terdapat beberapa peristiwa penting

1

selama 1950-1955 yang perlu kita imak. Pada tanggal

fn

o |

o7 Januari 19538 ketika Presiden Soekarno berada di
Amuntai, mengeluarkan pernyataan Vyang mengejutkan.

Ketika itu beliau berkata:

"Negara yang kita susun dan yvang kita ingini
ialah negara nasional yang meliputi seluruh
Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan

Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-

penduduknya tidak beragama Islam akan melgraskan
diri...tidak akan mau ikut dalam Republik”.br

Pernyataan ini sangat berbeda dengan apa Vvang

pernah ia Jjanjikan kepada golongan Islam tahun 1945.

dengan demikian, pernyataan kontroversial tersebut

mengundang berbagai reaksi dan protes dari pihak

Islam, sementara itu dipihak 1lain, para pemimpin

nasionalis sekuler membela Sockarno. Dengan demikian,

&7y, Endang Saifuddin Ansharl. Fiagam Jakarta 22

Juni 1945, ep. cit., hlm. &l |
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sebenarnya pada saat itu lebih merupakan prolog
perdebatan dalam Konstituante.

Sepuluh tahun sejak proklamasi kemerdekaan
Indonesia dikumandangkan, bangsa Indonesia melaksa-
nakan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 sebagai
bagian dari keharusan konstitusionil di bawah payung
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pemilihan
umum tersebut terkandung dua tujuan. Pertama, memilih
anégota parlemen (DPR), dan kedua memilih anggota
Konstituante yang bertugas menyusun undang-undang
dasar baru, karena undang-undang dasar yang berlaku
pada waktu itu masih bersifat sementara.

Dalam catatan sejarah, pemilu tahun 19556
merupakan pemilu paling demokratis yang pernah ada di
Indonesia, sehingga memungkinkan munculnya partai-
partai yang cukup banyak. Kondisi ini d:idorong oleh
semanget liberalisme dalam dunia politik bangsa
Indonesia waktu itu. Menurut A. Syafii Maarif, tidak
kurang dari 29 partai politik, golongan dan calon

 perorangan yang turut menyemarakkan suasana pemilu
tersebut.68 Dalam kondisi tersebut, ternyata tidak

ada satu kekuatan politik yang bhesar dan mayoritas

P = ” . ;
SERahkan memurut Franarka, penilu waktu A

diikuti oleh sekitar 40 partai  politik. lihat AMW,
Franarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancazila, GCenlre
For Strategic And International Studies (oEls), Jakart:
L9ER, hlm. 134,
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mutlak yang muncul, yang ada hanya empat partal vyang
bersaing, vyakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Sedangkan
partai-partai lain boleh dibilang partai kec:il.69

Dari  hasil premilihan anggota Konstituante
terdapat 10 partail yang berhasil mendapatkan kursi

Konstituante cukup banyak, antara lain:

No Nama Partai Jumlah Kursi
1 PNI dengan gabungannya 118
2 Masyumi dengan gabungannya 112
3 NU dengan gabungannya 91
4 PKI dengan gabungannya 80
B PSII dengan gabungannya 16
8 Parkindo 16
T Partai Katolik dengan gabungannya 10
8 PSI dengan gabungannya 10
9 Partail Islam Perti 7
10 IPKI B

(Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 9, hlm. 116)
Majelis Konstituante yang anggotanya di pilih

dalam pemilu 1855 mulai bersidang pada bulan Nopember

1958 sampai dengan Juni 1959.70

Dalam pembukaan sidang Majelis Konstituante
tanggal 10 Nopember 1956, Presiden Soekarno menerima

Konstituante sebagai kelompok yvang dipilih oleh rakyat

ST Tautik Albchul lah, Bagianm Dari Fercaturan Folitik,
Herdeka, Jakarts, Mingoouw ke II1 Juli 1997, hilm. &.
Al Byafii Maarid, Fetsa  Bumid  Intelsktoalisnes
ITglam oi  Indonesisa, ep. cit., hlm. 172, Sebenarnya
Majelis Fonstituante ind memilikl  batas keria  sampal
Bulan Maret 1960, namun dipotong oleh Dekelt Presiden 5
Juli AF5Y, vang wakitu Lbo odalam mass peses,
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untuk membentux  konstitusi yang permanen, sebab
undang-undang yang pernah ada, yaitu UUD 1945, UUDRIS
1949 dan UUDS 1950 bersifat sementara dan tidak
merupakan hasil pertimbangan yang mendalam dan bukan
pula dari anggota Konstituante vang dipilih oleh
rakyat melalui pemilu. Hal ini tercermin dalam pidato
beliau vang menyatakan:

", ..wahail wakil-wakil rakyat Indonesia,
sekaranglah saatnya. Buatlah undang-undang dasar
buat bhangsa Indonesia yang seindah-indahnya dan
masgsukkan butir-butir mutiara hak asasi manusia vang
geindah-indahnya kedalam undang-undang dasar yang
baru. Kenapra? bukannya bangsa Indonesia tidak punya
undang-undang dasar, kita punya tiga UUD. UUD tahun
1945, Konstitusionis tahun 1949 dan UUD Sementara
tahun 1950, tapi ketiga UUD itu bukan dibuat oleh
rakyat, tapi bikinén sekelompok vuris atau mandat
dari pemerintah..." 1

Masalah-masalah vang diperbincangkan dalam
Konstituante berkisar pada bentuk negara, hahasa,
bendera negara, hak-hak asasi manusia, dasar negara

dan sebagainva. Kecuali dasar negara, Majelis ini
dapat menyelesaikan isu-isu Kkonstitusional, bahkan
telah mencapai 90% dari tugas-tugas tersebut dapat
diselesaikan.’?

Kondisi Konstituante waktu itu memang berbeda.

Jika dalam pemerintahan Masyumi bekerja sama dengan

PSI dan tidak cocok dengan NU, namun dalam

flMardeka, op. cite., hlm. &,

]

B, Byafil Maarif, ep cit., hlm. 172,
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Konstituante Masyumi akrab dengan NU, karena sama-sama
menawarkan tawaran tertinggi berupa dasar negara
Islam. Sementara PNI dan PKI yang bermusuhan di
Parlemen, dalam Konstituante beraliansi dengan maksud
menentang kemauan Masyumi dan NU yang menghendaki

rupaya untuk

1]

Isiam sebagai dasar negara, dan mereka b
memperjuangkan dasar negara Parﬁ.casila.?3
Waktu itu, ketika dasar negara menjadi 1issu

aeﬁtral dalam Konstituante, terjadi perdebatan vang

berlansung berlarut-larut tanpa arah vyang Jelas.

Rancangan undang-undang dasar yang permanen sebagail

pengganti UUDS 1850 belum dapat diterima oleh anggota

. Konstituante. Bahkan dalam sidangnya di Bandung ini,
terjadi konflik ideologi secara terbuka, sebagaimana

pernah terjadi dalam sidang Badan Penyelidik sebelum

kemerdekaan. Perdebatan yang seru terjadi antara tiga

golongan yang secara ideologis berbeda, karena muncul

keinginan untuk mempunyai dasar negara sosial

ekonomi, 4 kemudian dasar negara Islam dan dasar

negara Pancasila.

e
fMardeka, op. cit., hlm. 2.

bor 2 )

Hsulan ind Manya didukung oleh Fartail Bueah  dan
Partai  Murba  vang mempunyai  pengikut  sangat  sedikit,
dengan demikian secara praktis perdebaltan lebih diwarnai
aleh  ddeologi  Islam  dan Svat il

icasl la. liklat &, o

citey RAlms X975
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Mengingat sulitnya mencapai kesepakatan, pada
tanggal 2 Maret 1959 Perdana Menteri Djuanda dalam
keterangannya kepada Konstituante menyinggung usul
pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah berharap agar Konstituante bersedia
menerima usul itu, sehingga proses kembali kepada UUD
1945 dapat dituangkan dalam suatu piagam yang disebut

L =
Piagam Bandung.'®

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno
berpidato dalam Majelis Konstituante. Dalam pildatonya
beliau mengingatkan lagi beberapa permintaan pada saat
pelantikan anggota Konstituante tahun 1956, yakni agar
anggota Konstituante berperan sebagai penyambung 1idah
yang setia dari 80-85 juta rakyat Indonesia vang
sedang berevolusi. Selanjutnya Presiden Juga
menyerukan agar Konestituante bersama remerintah

menetapkan UUD Republik Indonesia yang sesuai dengan

jiwa, watak dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri,

dan agar Konstituante tidak dijadikan tempat berdebat
bertele-tele dan medan pertempuran bagi partal-partai
atau pemimpin-pemimpin politik. Dalam kesempatan itu

Presiden Soekarno sekali lagi menegaskan anjurannya

i O . . P . s %
fHEmsiklopedi  Nasional Indonesia, Jilid 13, op.

) £ i s P, Sl
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untuk kembali ke UUD 1945.7°

Anjuran tertulis dari pemerintah yang
disampaikan kepada Konstituante terdiri atas tiga
pokok masalah, yakni (1) tentang UuD 1945; (2)
prosedur kembali ke UUD 1945; dan (3) masuknya
golongan fungsional ke dalam DPR. Dengan adanya usul
tersebut, perdebatan mengenal dasar negara vang
berkisar antara ideologi Pancasila dengan ideologil
Isiam berubah menjadi perdebatan mengenai dapat atau
tidaknya menerima usul pemerintah untuk kembali ke Jun
1945 sebagai konstitusi Proklamasi, ditambah dengan
perdebatan tentang dapat diterima atau tidaknya usul
mengenai demokrasi terpimpin dan adanya solongan
fungsional. Meskipun demikian, masalah sekitar

Pancasila dan Islam sebagai dasar negara kembalil

[41]
1s]

muncul ke permukaan karena adanya golongan vang
menghendaki agar Piagam Jakarta tidak hanya dinyatakan
~sebagail dokumen sejarah, melainkan juga diperlakukan
sebagail pokok-pokok kaidah asas negara, gumber
perundang-undangan di Indonesia. Bahkan Konferensi
Organisasi Islam yang berlangsung di Bandung tanggal
21 Mei 1959 Juga mendukung sepenuhnya perjuangan

Islam, Kkhususnya dalam rangka memberi status hukum

kepada Piagam Jakarta sebagal Konstitusi Proklamasi.

?&Ibid'i Blms 219
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Namun pada saat itu pula Perdana Menteri DJjuanda
menegaskan kepada anggota Konstituante, bahwa
pemerintah  tetap tidak  menerima hasrat yang
menghendaki Islam sebagal dasar negara atau sumber
hukum negara Republik Indonesia.77

Dalam merespons usulan pemerintah, pada tanggal
26 Mei 1959 KH. Masjkur yvang bertindak atas nama semua
fraksi Islam dalam Konstituante mengajukan dua pokok
usﬁlan, yakni agar Piagam Jakarta dijadikan Mukaddimah
UUD 1945 dan pasal 29 UUD hendaknya berbunyi Negara
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan menjalan-

78

kan syariat Islam bagi peme luk-peme luknya. Usulan

Masjkur ini didukung oleh 201 suara dan 265 menolaknya

e

(

dari 466 anggota yang hadir.'®

Dengan ditegaskannya pandangan pemerintah
Republik Indonesia, tidak ada pilihan lain bagi
Konstituante, kecuali dilakukannya pemungutan suara
mengenai usul pemerintah tersebut. Sebelum dilakukan
pemungutan suara, KHA. Wahab Chasbullah dari partai NU
menyatakan, bhahwa bila jika usul amandemen Masikur

diterima, maka pihak Islam akan menerima UuD  1945.

Tapi bila usul tersebut ditolak, pihak Islam tidak

e

TR .

T Ibid.

78 I " A : 3 —
P, Endang Saifuddin Ansharl, ops cit., hlm. 93,

791bid., him. 9b.
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78

akan menerima kembali UUD 1945 tersebut.

Sikap wakil-wakil partai Igslam yang terus
berpegang teguh pada pendiriannya ini didasarkan pada
beberapa alasan. Pertama, dasar ini merupakan sesuatu
yvang mereka janjikan selama kampanye pemilu tahun 1954
dan 1955. Mereka pada umumnya memaparkan bagaimana
menjalankan ajaran agama dalam negara dan masyarakat.
Hal ini akan mudah terealisasi bila negara berdasar

,pada Isglam. Selain itu, sikap ini merupakan janji yang
harus ditepati. Kedua, mereka melihat Konstituante
sebagai forum untuk mengungkapkan dasar dan cita-cita
mereka. terlepas diterima atau tiaknya gagasan
tersebut, sekurang-kurangnya kuwajiban menyampaikan
sudah mereka penuhi. Ketiga, Konstitusi dipandang oleh
para pemimpin Islam sebagai forum dakwah tentang apa
vang sebenarnya yang dimaksud ocleh Islam dalam
kaitannya dengan masyarakat dan politik.ab

Karena pemungutan suara mengenai usul kembali
kepada UUD 1945 akan dilaksanakan juga tanpa perubahan
apapun, maka WA. Rahman, seorang tokoh PSI, tampil ke

" mimbar atas nama fraksi-fraksi Islam. Dia menyesalkan
atas ditolaknya amandemen Masjkur. Dia berpendapat,

bahwa potensi umat Islam yang menjadi bagian dari

) : : : . 2
B0naliar Moey, Partai Islam di  Pentas Nasional,
2, 1987, hlm. Zéé&.
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potensi nasional diabaikan lagi. Lalu diumumkannya,
dengan sangat menyesal fraksi-faraksi Islam dalam
Konstituante menolak usul kembali kepada UUD 1945
tanpa perubahan seperti yang diharapkan pihak Islam.B!

Meskipun telah dilakukan tiga kali pemungutan
suara, persyaratan formal untuk kembali kepada JuD
1945 tidak dapat terpenuhi, sebab jumlah suara dari
masing-masing golongan itu tidak mencapail 2/3 dari
jumiah suara yang masuk, sebagaimana disyaratkan dalam
pasal 137 UUDS 1950.82

Karena perolehan suara yang dilakukan rada
tanggal 30 Mei 1959 tersebut memperoleh hasil 268
menyetujui UUD 1945 dan 199 menoclaknya. Pemungutan
kedua pada tanggal 1 Juni 1959 menunjukkan bahwa 263
menyetujui kembali kepada UUD 1945 dan 203 menolaknya.
Sedangkan pada pemungutan suara ketiga pada 2 Juni
1959 menghasilkan 264 setuju kembali ke UUD 1945 dan
204 menolaknya.®3  Dengan demikian, baik UUD 1945

maupun Islam sama-sama tidak mungkin menjadi dasar

negara.

51 - . 1 ;
8ly, Erndang Saifuddin anshari, lec. cit.

B2 . - . ; . w ’
Sepmeik lopedi  Nasional Indonesia, Jilid 9, Ops
Cite, hlm. 117,

B rbid., him. 116,
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D. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh
Presiden Soekarno untuk menyelamatkan negara dari
kehancuran, sebagail dampak daripada terjadinya
pertentangan dalam negeri yang sangat membahayakan
persatuan dan keselamatan negara dan bangsa Indonesia.

Sebagaimana telah disinggung dalam gubbab di
atas, bahwa pembahasan dalam Konstituante meliputi
banyak hal, yang pada pokoknya ada tiga hal. Pertama,
mengenal adanya jaminan terhadap HAM, kedua susunan
ketatanegaraan dan yvang ketiga tugas dan pembatasan.a4
Ternyata vyang menjadi masalah waktu itu ketika dasar
negara diperdebatkan. Kondidsi waktu itu memang sangat

memungkinkan untuk berbicara bebas, apapun biga
dibicarakan, termasuk adanya keinginan untuk mempunyai
dasar negara sosial ekonomi yang diusulkan fraksi
IMurba, kemudian dasar negara Islam dan dasar negara
Pancasila. Persoalannya timbul mengenai sila pertama
dari Pancasila. Kelompok yang semula menghendaki dasar
negara Islam, ingin menambahkan tujuh kata dalam
Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Piagam

Jakarta.

Bqﬂ&rdaka, Ioc. cit.
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Dalam perdebatan tidak ada kesepakatan. Sebagai
jalan keluar, akhirnya diadakan voting. Tigakali terus
menurue diadakan voting tapi tetap sama. Tidak ada
satu kekuatanpun yang memperoleh 2/3 dari suara vyang
hadir. Apalagi setelah pemungutan suara 1ini anggota

Konstituante dari PNI dan PKI menyatakan tidak akan

menghadiri sidang. Keadaan ini menimbulkan keadaan
ketatanegaraan yang membahayakan, sehingga memaksa

pemerintah mencari langkah-langkah Jjalan keluar. Dalam
sidang kabinet Djuanda tanggal 3 Juli 13950, diputuskan

untuk kembali kepada UUD 1945 dengan sebuah  Dekrit

1]

Presiden.85 Teks dekrit tersebut berbunyi sebagl

~berikut:

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali
kepada Undang-undang Dasar 1945, vyang disampaikan
kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden
pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan
dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar
anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar

(e

H. Endang Saifuddin Anshari, Plagam Jakaris
juni 1945, op. cit., hlm. 9.
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untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak
mungkin lagi menyelesalkan tugas vyang dipercayakan
oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal vyang demikian menimbulkan keadaan
ketatanegaraan vang membahayakan persatuan dan
keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi
pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat vyang
adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat

Indonesia dan didorong oleh lkeyakinan kami sendiri,
kami terpaksa menempuh satu-satunya Jalan untuk
menyelamatkan negara proklamasi;

Bahwa kami berkeyvakinan bahwa Piagam Jakarta

T

" tertanggal 22 Juni 1945 menJiwail Undang-undang Dasar
1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan
dengan konstitusi tersebut;

Maka atas dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi
bagi segenap bangsa Indonesia dan geluruh tumpah darah
indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit
“ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar
Sementara.

Pembentukan Majlis Permusyawaratan Rakyat ©Semen-
tara, vang terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan
Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan disgeleng-
garakan dalam waktu yvang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 5 Juli 1959.
Atas nama rakyat indonesia:

Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

SOEKARNO . 86

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut,

telah mengakhiri perdebatan konstitusional mengenail

o rhid., hlm.l00-101.
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dasar negara, sekaligus menjadi sumber hukum bagi

berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.



